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UNDANG- UNDANG REPUBLI K I NDONESI A 
NOMOR 1 4  TAHUN 2 0 0 8           

 
TENTANG 

 
KETERBUKAAN I NFORMASI  PUBLI K 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A 

 
 
Menim bang     :  a. bahwa inform asi m erupakan kebutuhan pokok set iap Orang  

bagi pengem bangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta  
m erupakan bagian pent ing bagi ketahanan nasional;  

b. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi 
m anusia dan keterbukaan I nform asi Publik m erupakan salah 
satu cir i pent ing negara dem okrat is yang m enjunjung t inggi 
kedaulatan rakyat  untuk m ewujudkan penyelenggaraan negara 
yang baik;  

c. bahwa keterbukaan I nform asi Publik m erupakan sarana dalam  
m engopt im alkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang 
berakibat  pada kepent ingan publik;  

d. bahwa pengelolaan I nform asi  Publik m erupakan salah satu 
upaya untuk m engem bangkan m asyarakat  inform asi;  

e. bahwa berdasarkan pert im bangan sebagaim ana dim aksud 
dalam  huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu m em bentuk 
Undang-Undang tentang Keterbukaan I nform asi Publik.  

 
  
Mengingat  :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J  Undang-Undang  Dasar 

Negara Republik I ndonesia Tahun 1945. 
 

  
Dengan Persetujuan Bersam a 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A 
 
 

          M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan :  UNDANG- UNDANG   TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI  
PUBLI K 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pengert ian 

 
Pasal 1  

 
 Dalam  Undang-Undang ini yang dim aksud dengan:  

 
1. I nform asi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-

tanda yang m engandung nilai, m akna, dan pesan, baik data, 
fakta m aupun penjelasannya yang dapat  dilihat , didengar, dan 
dibaca yang disaj ikan dalam  berbagai kem asan dan form at  sesuai 
dengan perkem bangan teknologi inform asi dan kom unikasi 
secara elekt ronik ataupun nonelekt ronik. 

2. I nform asi Publik adalah inform asi yang dihasilkan, disim pan, 
dikelola, dikir im , dan/ atau  diter im a oleh suatu Badan Publik yang 
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 
dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta inform asi 
lain yang berkaitan dengan kepent ingan publik.  

3. Badan Publik adalah lem baga eksekut if, legislat if, yudikat if, dan 
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 
bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/ atau anggaran pendapatan dan  belanja daerah, atau 
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh 
dananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan  belanja 
negara dan/ atau anggaran pendapatan dan  belanja daerah, 
sum bangan m asyarakat ,  dan/ atau luar  negeri. 

4. Kom isi I nform asi adalah lem baga m andir i yang berfungsi 
m enjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, 
m enetapkan petunjuk teknis standar layanan I nform asi Publik 
dan m enyelesaikan Sengketa I nform asi Publik m elalui Mediasi 
dan/ atau Ajudikasi nonlit igasi. 

5. Sengketa I nform asi Publik adalah sengketa yang ter jadi antara 
Badan Publik dan Pengguna Inform asi Publik yang berkaitan 
dengan hak m em peroleh dan m enggunakan inform asi 
berdasarkan perundang-undangan. 

6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa I nform asi Publik antara 
para pihak m elalui bantuan m ediator Komisi I nform asi. 

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa I nform asi Publik 
antara para pihak yang diputus oleh Kom isi I nform asi. 

8. Pejabat    Publik adalah Orang  yang  ditunjuk dan  diberi  tugas 
untuk  m enduduki posisi atau jabatan tertentu  pada  Badan 
Publik.  

9. Pejabat  Pengelola I nform asi dan Dokum entasi adalah pejabat  
yang bertanggung jawab di bidang penyim panan, 
pendokum entasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan inform asi di 
Badan Publik. 

10. Orang adalah orang perseorangan, kelom pok orang, badan 
hukum , atau Badan Publik sebagaim ana dimaksud dalam  
Undang-Undang ini.  

11. Pengguna Inform asi Publik   adalah Orang yang m enggunakan 
I nform asi Publik sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang ini.  

12. Pem ohon Inform asi Publik adalah warga negara dan/ atau badan 
hukum  I ndonesia yang m engajukan perm intaan I nform asi Publik 
sebagaim ana diatur dalam Undang-Undang ini. 
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BAB I I  
ASAS DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu 

Asas 
 

Pasal 2  
 

 (1)  Set iap I nform asi Publik bersifat  terbuka dan dapat  diakses 
oleh set iap Pengguna I nform asi Publik. 

(2)  I nform asi Publik yang dikecualikan bersifat  ketat  dan terbatas. 
(3)  Set iap I nform asi Publik harus dapat  diperoleh set iap Pem ohon 

Inform asi Publik dengan cepat  dan tepat  waktu, biaya r ingan, 
dan cara sederhana. 

(4)  I nform asi Publik yang dikecualikan bersifat  rahasia sesuai 
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepent ingan um um  
didasarkan pada penguj ian tentang konsekuensi yang t im bul 
apabila suatu inform asi diberikan kepada m asyarakat  serta 
setelah dipert im bangkan dengan saksam a bahwa m enutup 
I nform asi Publik dapat  m elindungi kepent ingan yang lebih 
besar daripada m em bukanya atau sebaliknya. 

 
 

Bagian Kedua 
Tujuan 

 
Pasal 3  

 
 Undang-Undang ini bertujuan untuk:  

a. m enjam in hak warga negara untuk m engetahui rencana pem buatan 
kebijakan publik, program  kebijakan publik, dan proses 
pengam bilan keputusan publik, serta alasan pengam bilan suatu 
keputusan publik;   

b. m endorong part isipasi m asyarakat  dalam  proses pengam bilan 
kebijakan publik;  

c. m eningkatkan peran akt if m asyarakat  dalam  pengam bilan 
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;  

d. m ewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 
t ransparan, efekt if dan efisien, akuntabel serta dapat  
dipertanggungjawabkan;  

e. m engetahui alasan kebijakan publik yang m emengaruhi hajat  hidup 
Orang banyak;  

f.  m engem bangkan ilm u pengetahuan dan m encerdaskan kehidupan 
bangsa;  dan/ atau 

g. m eningkatkan pengelolaan dan pelayanan inform asi di lingkungan 
Badan Publik untuk m enghasilkan layanan inform asi yang 
berkualitas. 
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BAB I I I  
HAK DAN KEW AJI BAN PEMOHON DAN PENGGUNA I NFORMASI  PUBLI K 

SERTA HAK DAN KEW AJI BAN BADAN PUBLI K 
 

Bagian Kesatu  
Hak Pem ohon I nform asi Publik  

 
Pasal 4  

 
 (1)  Set iap Orang berhak m em peroleh I nform asi Publik sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini. 
(2)  Set iap Orang berhak:   

a. m elihat  dan m engetahui I nform asi Publik;  
b. m enghadir i pertem uan publik yang terbuka untuk um um  

untuk m em peroleh I nform asi Publik;  
c. m endapatkan salinan I nform asi Publik m elalui perm ohonan 

sesuai dengan Undang-Undang ini;  dan/ atau 
d. m enyebarluaskan I nform asi Publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
(3)  Set iap Pemohon Inform asi Publik berhak m engajukan perm intaan 

I nform asi Publik disertai alasan perm intaan tersebut . 
(4)   Set iap Pemohon Inform asi Publik berhak m engajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam  m em peroleh I nform asi Publik m endapat  
ham batan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.  

 
Bagian Kedua 

Kew aj iban Pengguna I nform asi Publik  
 

Pasal 5  
 
 (1)  Pengguna I nform asi Publik waj ib m enggunakan I nform asi Publik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)  Pengguna Inform asi Publik waj ib m encantum kan sum ber dari 

m ana ia m em peroleh I nform asi Publik, baik yang digunakan 
untuk kepent ingan sendir i m aupun untuk keperluan publikasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ket iga 

Hak Badan Publik  
 

Pasal 6  
 

 (1)  Badan Publik berhak m enolak m em berikan inform asi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2)  Badan Publik berhak m enolak m em berikan I nform asi Publik 
apabila t idak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3)  I nform asi Publik yang t idak dapat  diberikan oleh Badan Publik,  
sebagaim ana dim aksud pada ayat  (1)  adalah:  
a. inform asi yang dapat  m em bahayakan negara;  
b. inform asi yang berkaitan dengan kepent ingan     

perlindungan usaha dari persaingan usaha t idak sehat ;  
c. inform asi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;  
d. inform asi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;  dan/ atau 
e. I nform asi Publik yang dim inta belum  dikuasai atau 

didokum entasikan. 
 

 
Bagian Keem pat  

Kew aj iban Badan Publik  
 

Pasal 7  
 
 (1)  Badan Publik waj ib m enyediakan, m em berikan dan/ atau 

m enerbitkan I nform asi Publik yang berada dibawah 
kewenangannya kepada Pem ohon Inform asi Publik, selain 
inform asi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.  
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(2)  Badan Publik waj ib m enyediakan I nform asi Publik yang 
akurat , benar,   dan t idak m enyesatkan. 

(3)  Untuk m elaksanakan kewaj iban sebagaim ana dim aksud 
pada ayat  (2) , Badan Publik harus m em bangun dan 
m engem bangkan sistem inform asi dan dokum entasi untuk 
m engelola I nform asi Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat  diakses dengan m udah. 

(4)  Badan Publik waj ib m em buat  pert im bangan secara tertulis 
set iap kebijakan yang diam bil untuk m em enuhi hak set iap 
Orang atas I nform asi Publik.  

(5)  Pert im bangan sebagaim ana dim aksud pada ayat  (4)  antara 
lain m em uat  pert im bangan polit ik, ekonom i, sosial, budaya, 
dan/ atau pertahanan dan keam anan negara. 

(6)  Dalam  rangka m em enuhi kewaj iban ayat  (1)  sam pai 
dengan ayat  (4)  Badan Publik dapat  mem anfaatkan sarana 
dan/ atau m edia elekt ronik dan nonelekt ronik. 

 
 

Pasal 8  
 
 Kewaj iban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan 

pendokum entasian I nform asi  Publik dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

BAB I V 
I NFORMASI  YANG W AJI B DI SEDI AKAN DAN DI UMUMKAN 

 
Bagian Kesatu 

I nform asi yang W aj ib Disediakan dan Dium um kan Secara Berkala  
  

Pasal 9  
 

 (1)  Set iap Badan Publik waj ib m engum um kan Inform asi Publik secara 
berkala. 

(2)  I nform asi Publik sebagaimana dim aksud pada ayat  (1)  m eliput i:  
a. inform asi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
b. inform asi m engenai kegiatan dan kinerja Badan Publik 

terkait ;   
c. inform asi m engenai laporan keuangan;  dan/ atau 
d. inform asi lain yang diatur dalam  peraturan perundang-

undangan. 
(3)  Kewaj iban m em berikan dan m enyam paikan I nform asi Publik 

sebagaim ana dim aksud pada ayat  (2)  dilakukan paling sedikit   6 
(enam )  bulan sekali.  

(4)  Kewaj iban m enyebarluaskan I nform asi Publik sebagaim ana 
dim aksud pada ayat  (1) , disam paikan dengan cara yang m udah 
dijangkau oleh m asyarakat  dan dalam  bahasa yang m udah 
dipaham i. 

(5)  Cara-cara sebagaim ana dim aksud pada ayat  (4)  ditentukan lebih 
lanjut  oleh Pejabat  Pengelola I nform asi dan Dokum entasi di 
Badan Publik terkait . 

(6)  Ketentuan tentang kewaj iban Badan Publik m em berikan dan 
m enyam paikan I nform asi Publik secara berkala sebagaim ana 
dim aksud ayat  (1) , ayat  (2) , dan ayat  (3)  diatur lebih lanjut  
dengan Petunjuk Teknis Kom isi I nform asi. 
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Bagian Kedua 
I nform asi yang W aj ib Dium um kan secara Serta - m erta  

 
Pasal 1 0  

 
 (1)  Badan Publik waj ib m engum um kan secara serta-m erta suatu 

inform asi yang dapat  m engancam  hajat  hidup Orang banyak dan 
ketert iban um um . 

(2)  Kewaj iban m enyebarluaskan I nform asi Publik sebagaim ana 
dim aksud pada ayat  (1)  disam paikan dengan cara yang m udah 
dijangkau oleh m asyarakat  dan dalam  bahasa yang m udah 
dipaham i. 

 
 

Bagian Ket iga 
I nform asi yang W aj ib Tersedia Set iap Saat  

 
Pasal 1 1  

 
 (1)  Badan Publik waj ib m enyediakan I nform asi Publik set iap saat  

yang m eliput i:  
a. daftar seluruh I nform asi Publik yang berada di bawah 

penguasaannya,  t idak term asuk inform asi yang dikecualikan;  
b. hasil keputusan Badan Publik dan pert im bangannya;  
c. seluruh kebijakan yang ada berikut  dokum en pendukungnya;  
d. rencana kerja proyek term asuk di dalam nya perkiraan 

pengeluaran tahunan Badan Publik;  
e. perjanj ian Badan Publik dengan pihak ket iga;  
f.  inform asi dan kebijakan yang disam paikan Pejabat  Publik 

dalam  pertem uan yang terbuka untuk um um ;   
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan 

pelayanan m asyarakat ;  dan/ atau 
h. laporan m engenai pelayanan akses I nform asi Publik 

sebagaim ana diatur dalam Undang-Undang ini. 
(2)  I nform asi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi m asyarakat  

berdasarkan m ekanism e keberatan dan/ atau penyelesaian 
sengketa sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 48, Pasal 49, dan 
Pasal 50 dinyatakan sebagai I nform asi Publik yang dapat  diakses 
oleh Pengguna I nform asi Publik.  

(3)  Ketentuan m engenai tata cara pelaksanaan kewaj iban Badan 
Publik m enyediakan I nform asi Publik yang dapat  diakses oleh 
Pengguna Inform asi Publik  sebagaim ana dim aksud ayat  (1)  dan 
ayat  (2)  diatur lebih lanjut  dengan petunjuk teknis Kom isi 
I nform asi.  

 
Pasal 1 2  

 
 Set iap tahun Badan Publik waj ib m engum um kan layanan inform asi,  

yang m eliput i:  
a. j um lah perm intaan inform asi yang diter im a;  
b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam  m em enuhi set iap 

perm intaan inform asi;  
c. j um lah pem berian dan penolakan permintaan inform asi;  

dan/ atau 
d. alasan penolakan perm intaan inform asi.  

 
Pasal 1 3  

 
 (1)  Untuk m ewujudkan pelayanan cepat , tepat , dan sederhana set iap 

Badan Publik:  
a. m enunjuk Pejabat  Pengelola I nform asi dan Dokum entasi;  dan 
b. m em buat  dan m engem bangkan sistem  penyediaan layanan 

inform asi secara cepat , m udah, dan wajar sesuai dengan 
petunjuk teknis standar layanan inform asi publik yang 
berlaku secara nasional.  

(2)  Pejabat  Pengelola I nform asi dan Dokum entasi sebagaim ana 
dim aksud pada ayat  (1)  huruf a dibantu oleh pejabat  fungsional.  
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Pasal 1 4  
 
 I nform asi Publik yang waj ib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan usaha lainnya yang dim iliki 
oleh negara dalam  Undang-Undang ini adalah:  

a. nam a dan tem pat  kedudukan, m aksud dan tujuan serta jenis 
kegiatan usaha, jangka waktu pendir ian, dan perm odalan, 
sebagaim ana tercantum  dalam  Anggaran Dasar;  

b. nam a lengkap pem egang saham , anggota direksi, dan anggota 
dwan kom isaris perseroan;  

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, 
dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah 
diaudit ;   

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lem baga pem eringkat  
kredit  dan lem baga pem eringkat  lainnya;  

e. sistem  dan alokasi dana rem unerasi anggota kom isaris/ dewan 
pengawas dan direksi;  

f.  m ekanism e penetapan direksi dan kom isaris/ dewan pengawas;  
g. kasus hukum  yang berdasarkan Undang-Undang terbuka 

sebagai I nform asi Publik;  
h.  pedom an pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik 

berdasarkan prinsip-prinsip t ransparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kem andir ian, dan kewajaran;  

i. pengum um an penerbitan efek yang bersifat  utang;  
j . penggant ian akuntan yang m engaudit  perusahaan;  
k.  perubahan tahun fiskal perusahaan;  
l. kegiatan penugasan pem erintah dan/ atau kewaj iban pelayanan 

um um  atau subsidi;  
m . m ekanism e pengadaan barang dan jasa;  dan/ atau 
n. inform asi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang 

berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/  Badan Usaha Milik  
Daerah. 

 
Pasal 1 5  

 
 I nform asi Publik yang waj ib disediakan oleh partai polit ik dalam 

Undang-Undang ini adalah:  
a. asas dan tuj uan;  
b. program  um um  dan kegiatan partai polit ik;  
c. nam a alam at  dan susunan kepengurusan dan perubahannya;  
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersum ber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah;   

e. m ekanism e pengam bilan keputusan partai;  
f.  keputusan partai:  hasil m uktam ar/ kongres/ m unas/  dan 

keputusan lainnya yang m enurut  anggaran dasar dan anggaran 
rum ah tangga partai terbuka untuk um um ;  dan/ atau 

g. inform asi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang 
berkaitan dengan partai polit ik. 

 
Pasal 1 6  

 
 I nform asi Publik yang waj ib disediakan oleh organisasi nonpem erintah 

dalam  Undang-Undang ini adalah:   
a. asas dan tuj uan;  
b. program  dan kegiatan organisasi;  
c. nam a, alam at , susunan kepengurusan, dan perubahannya;  
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersum ber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah, sum bangan m asyarakat ,  
dan/ atau sum ber luar  negeri;  

e. m ekanism e pengam bilan keputusan organisasi;  
f.  keputusan-keputusan organisasi;  dan/ atau 
g. inform asi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
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BAB V 
I NFORMASI  YANG DI KECUALI KAN  

 
Pasal 1 7  

 
 Set iap Badan Publik waj ib m embuka akses bagi set iap Pem ohon 

Inform asi Publik untuk m endapatkan I nform asi Publik, kecuali:  
a. I nform asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pem ohon Inform asi Publik  dapat  m enghambat  proses 
penegakan hukum , yaitu inform asi yang dapat :  

1. m engham bat  proses penyelidikan dan penyidikan suatu 
t indak pidana;  

2. m engungkapkan ident itas inform an, pelapor, saksi,  
dan/ atau korban yang m engetahui adanya t indak pidana;  

3. m engungkapkan data intelij en kr im inal dan rencana-
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 
penanganan segala bentuk kejahatan t ransnasional;  

4. m em bahayakan keselam atan dan kehidupan penegak 
hukum  dan/ atau keluarganya;  dan/ atau 

5. m em bahayakan keam anan peralatan, sarana, dan/ atau 
prasarana penegak hukum . 

b. I nform asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pem ohon Inform asi Publik  dapat  m engganggu kepent ingan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual  dan perlindungan   
dari persaingan usaha t idak sehat ;  

c. inform asi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pem ohon 
Inform asi Publik dapat  m em bahayakan pertahanan dan 
keam anan negara, yaitu:  

1. inform asi tentang st rategi, intelij en, operasi, takt ik dan 
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 
pertahanan dan keam anan negara, m eliput i tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi 
dalam  kaitan dengan ancam an dari dalam  dan luar  
negeri;  

2. dokum en yang m em uat  tentang st rategi, intelejen, 
operasi, teknik dan takt ik yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keam anaan 
negara yang m eliput i tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengakhiran atau evaluasi;  

3. j um lah, kom posisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 
kem am puan dalam  penyelenggaraan sistem  pertahanan 
dan keam anan negara serta rencana pengem bangannya;  

4. gam bar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan 
dan/ atau instalasi m iliter;  

5. data perkiraan kem am puan m iliter dan pertahanan 
negara lain terbatas pada segala t indakan dan/ atau 
indikasi negara tersebut  yang dapat  m em bahayakan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik I ndonesia dan/ atau 
data terkait  kerjasam a militer dengan negara lain yang 
disepakat i dalam  perjanj ian tersebut  sebagai rahasia atau 
sangat  rahasia;  

6. sistem  persandian negara;  dan/ atau 
7. sistem  intelijen negara.  

d. I nform asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pem ohon Inform asi Publik dapat  m engungkapkan kekayaan 
alam  Indonesia;  

e. I nform asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 
Pem ohon Inform asi Publik, dapat  m erugikan ketahanan 
ekonom i nasional:  
1. rencana awal pem belian dan penjualan m ata uang 

nasional atau asing, saham  dan aset  vital m ilik negara;  
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, m odel 

operasi inst itusi keuangan;  
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinj am an 

pem erintah, perubahan pajak, tar if, atau pendapatan 
negara/ daerah lainnya;  

4. rencana awal penjualan atau pem belian tanah atau 
propert i;  

5. rencana awal investasi asing;  
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6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau 
lem baga keuangan lainnya;  dan/ atau 

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 
f.  I nform asi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pem ohon Inform asi Publik, dapat  m erugikan kepent ingan 
hubungan luar  negeri:  
1. posisi, daya tawar dan st rategi yang akan dan telah 

diam bil oleh negara dalam  hubungannya dengan 
negosiasi internasional;  

2. korespondensi diplom at ik antarnegara;  
3. sistem  kom unikasi dan persandian yang dipergunakan 

dalam  m enjalankan hubungan internasional;  dan/ atau 
4. perlindungan dan pengam anan infrast ruktur  st rategis 

I ndonesia di luar negeri. 
g. inform asi yang apabila dibuka dapat  m engungkapkan isi akta 

otent ik yang bersifat  pr ibadi dan kem auan terakhir  ataupun 
wasiat  seseorang;  

h. inform asi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pem ohon 
Inform asi Publik dapat  m engungkap rahasia pribadi, yaitu:  
1. r iwayat  dan kondisi anggota keluarga;   
2. r iwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan 

fisik, dan psikis seseorang;   
3. kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank 

seseorang;   
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 

intelektualitas, dan rekom endasi kem am puan seseorang;  
dan/ atau  

5. catatan yang m enyangkut  pr ibadi seseorang yang 
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan 
satuan pendidikan nonform al.  

i.  m em orandum  atau surat -surat  antar Badan Publik atau int ra 
Badan Publik, yang m enurut  sifatnya dirahasiakan kecuali 
atas putusan Kom isi I nform asi atau pengadilan;  

j . inform asi yang t idak boleh diungkapkan berdasarkan 
Undang-Undang. 

 
Pasal 1 8  

 
 (1)  Tidak term asuk dalam  kategori inform asi yang dikecualikan 

adalah inform asi berikut :   
a.  putusan badan peradilan;  
b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat  edaran, ataupun 

bentuk kebijakan lain, baik yang t idak berlaku m engikat  
m aupun m engikat  ke dalam  ataupun ke luar serta 
pert imbangan lem baga penegak hukum ;  

c. surat  perintah penghent ian penyidikan atau penuntutan;  
d. rencana pengeluaran tahunan  lem baga penegak hukum ;  
e. laporan keuangan tahunan lem baga penegak hukum ;   
f.  laporan hasil pengem balian uang hasil korupsi;  dan/ atau 
g. inform asi lain sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 11 ayat  

(2) . 
(2)   Tidak term asuk inform asi yang dikecualikan sebagaim ana 

dim aksud dalam  Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila 
:  
a. pihak yang rahasianya diungkap m em berikan persetujuan 

tertulis;  dan/ atau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam  

jabatan- jabatan publik.  
 (3)  Dalam  hal kepent ingan pem eriksaan perkara pidana di pengadilan, 

Kepala Kepolisian Republik I ndonesia, Jaksa Agung, Ketua 
Mahkam ah Agung,  Ketua Kom isi Pem berantasan Korupsi, 
dan/ atau Pim pinan lem baga negara penegak hukum  lainnya yang 
diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat  m em buka 
inform asi yang dikecualikan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 
17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan 
huruf j .   

(4)   Pem bukaan inform asi yang dikecualikan sebagaim ana yang 
dim aksud pada ayat  (3)  dilakukan dengan cara m engajukan 
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perm intaan izin kepada Presiden. 
(5)   Perm intaan izin sebagaimana dim aksud pada ayat  (3)  dan ayat  

(4)  untuk kepent ingan pem eriksaan perkara perdata yang 
berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, 
perm intaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara 
negara kepada Presiden.   

(6)   I zin tertulis sebagaim ana yang dim aksud pada ayat  (3) , ayat  (4) , 
dan ayat  (5)  diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian 
Republik I ndonesia, Jaksa Agung, Ketua Kom isi Pem berantasan 
Korupsi, Pim pinan Lem baga Negara Penegak Hukum  lainnya, 
atau Ketua Mahkam ah Agung. 

(7)  Dengan m em pert im bangkan kepent ingan pertahanan dan 
keam anan negara dan kepent ingan um um , Presiden dapat  
m enolak perm intaan inform asi yang dikecualikan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat  (3) , ayat  (4)  dan ayat  (5) .  

 
Pasal 1 9  

 
 Pejabat  Pengelola I nform asi dan Dokum entasi di set iap Badan Publik 

waj ib m elakukan penguj ian tentang konsekuensi sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 17 dengan saksam a dan penuh ketelit ian 
sebelum  m enyatakan I nform asi Publik tertentu dikecualikan untuk 
diakses oleh set iap Orang. 

 
Pasal 2 0  

 
 (1)  Pengecualian  sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 17 huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f t idak bersifat  
perm anen. 

(2)  Pengaturan lebih lanjut  m engenai jangka waktu pengecualian 
diatur dalam  Peraturan Pem erintah. 

 
BAB VI  

MEKANI SME MEMPEROLEH I NFORMASI  
 

Pasal 2 1  
 

 Mekanism e untuk m em peroleh I nform asi Publik didasarkan pada prinsip 
cepat , tepat  waktu, dan biaya r ingan. 

Pasal 2 2  
 
 (1)  Set iap Pemohon Inform asi Publik dapat  m engajukan perm intaan 

untuk m em peroleh I nform asi Publik kepada Badan Publik terkait  
secara tertulis atau t idak tertulis. 

(2)  Badan Publik waj ib m encatat  nam a dan alam at  Pem ohon 
Inform asi Publik, subjek dan form at  inform asi serta cara 
penyam paian inform asi yang dim inta oleh Pem ohon Inform asi 
Publik. 

(3)  Badan Publik yang bersangkutan waj ib m encatat  perm intaan 
I nform asi Publik yang diaj ukan secara t idak tertulis. 

(4)  Badan Publik terkait  waj ib m em berikan tanda bukt i penerim aan 
perm intaan I nform asi Publik sebagaim ana dim aksud pada ayat  
(1)  dan ayat  (3)  berupa nom or pendaftaran pada saat  
perm intaan diter im a.  

(5)  Dalam  hal perm intaan disam paikan secara langsung atau m elalui 
surat  elekt ronik, nom or pendaftaran diberikan saat  penerim aan 
perm intaan.  

(6)  Dalam  hal perm intaan disam paikan m elalui surat , pengir im an 
nom or pendaftaran dapat  diberikan bersam aan dengan 
pengir im an inform asi.  

(7)  Paling lam bat  10 (sepuluh)  hari kerja sejak diter im anya 
perm intaan, Badan Publik yang bersangkutan waj ib 
m enyam paikan pem beritahuan tertulis yang berisikan :  
a. inform asi yang dim inta berada di bawah penguasaannya 

ataupun t idak;  
b. Badan Publik waj ib m em beritahukan Badan Publik yang 
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m enguasai inform asi yang dim inta apabila inform asi yang 
dim inta t idak berada di bawah penguasaannya dan Badan 
Publik yang m enerim a perm intaan m engetahui keberadaan 
inform asi yang dim inta;   

c. penerim aan atau penolakan perm intaan dengan alasan yang 
tercantum  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 17;   

d. dalam  hal perm intaan diter im a seluruhnya atau sebagian 
dicantum kan m ateri inform asi yang akan diberikan;  

e. dalam  hal suatu dokum en m engandung m ateri yang 
dikecualikan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 17, m aka 
inform asi yang dikecualikan tersebut  dapat  dihitam kan 
dengan disertai alasan dan m aterinya;   

f.  alat   penyam pai  dan  form at   inform asi yang akan diberikan;  
dan/ atau 

g. biaya serta cara pem bayaran untuk m em peroleh inform asi 
yang dim inta.  

(8)  Badan Publik yang bersangkutan dapat  m em perpanjang waktu 
untuk m engir im kan pem beritahuan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat  (7) , paling lam bat  7 ( tujuh)  hari kerja berikutnya dengan 
m em berikan alasan secara tertulis. 

(9)  Ketentuan lebih lanjut  m engenai tata cara perm intaan inform asi 
kepada Badan Publik diatur oleh Kom isi I nform asi. 

 
BAB VI I  

KOMI SI  I NFORMASI  
 
Bagian Kesatu 

Fungsi 
 

Pasal 2 3  
 

 Kom isi I nform asi adalah lem baga m andir i yang berfungsi m enjalankan 
Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya m enetapkan 
petunjuk teknis standar layanan inform asi publik dan m enyelesaikan 
Sengketa I nform asi Publik m elalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi 
nonlit igasi. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

 
Pasal 2 4  

 
 (1)  Kom isi I nform asi terdiri atas Komisi I nform asi Pusat , Kom isi 

I nform asi Provinsi, dan j ika dibutuhkan Kom isi I nform asi 
kabupaten/ kota. 

(2)  Kom isi I nform asi Pusat  berkedudukan di ibu kota Negara. 
(3)  Kom isi I nform asi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan 

Kom isi I nform asi kabupaten/ kota berkedudukan di ibu kota 
kabupaten/ kota. 

 
Bagian Ket iga 

Susunan 
 

Pasal 2 5  
 

 (1)  Anggota Komisi I nform asi Pusat  berjum lah  7 ( tujuh)  orang yang 
m encerm inkan unsur pem erintah dan unsur  m asyarakat . 

(2)  Anggota Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau Kom isi I nform asi 
kabupaten/ kota berjum lah 5 ( lim a)  orang yang m encerm inkan 
unsur  pem erintah dan unsur m asyarakat .  

(3)  Kom isi I nform asi dipimpin oleh seorang ketua m erangkap 
anggota dan didam pingi oleh seorang wakil ketua m erangkap 
anggota. 

(4)  Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Kom isi 
I nform asi.  

(5)  Pem ilihan sebagaim ana dim aksud pada ayat  (6)  dilakukan 
dengan m usyawarah seluruh anggota Kom isi I nform asi dan 
apabila t idak tercapai kesepakatan dilakukan pem ungutan suara. 
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Bagian Keem pat  
Tugas 

 
Pasal 2 6  

 
 (1)  Kom isi I nform asi bertugas:  

a. m enerim a, m em eriksa, dan m em utus perm ohonan 
penyelesaian Sengketa Inform asi Publik m elalui Mediasi 
dan/ atau Ajudikasi nonlit igasi yang diajukan oleh set iap 
Pem ohon Inform asi Publik berdasarkan alasan sebagaim ana 
dim aksud dalam  Undang-Undang ini;  

b. m enetapkan kebijakan um um  pelayanan Inform asi Publik;  
dan 

c. m enetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 
(2)  Kom isi I nform asi Pusat  bertugas:  

a. m enetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa 
m elalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlit igasi;  

b. m enerim a, m em eriksa, dan m em utus Sengketa I nform asi 
Publik di daerah selam a Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau 
Kom isi I nform asi kabupaten/ kota belum  terbentuk;  dan 

c. m em berikan laporan m engenai pelaksanaan tugasnya 
berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan 
Dewan Perwakilan Rakyat  Republik I ndonesia setahun 
sekali atau sewaktu-waktu j ika dim inta. 

 
(3)  Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau Kom isi I nform asi 

kabupaten/ kota bertugas m enerim a, m em eriksa, dan m em utus 
Sengketa I nform asi Publik di daerah m elalui Mediasi dan/ atau 
Ajudikasi nonlit igasi. 

 
 

Bagian Kelim a 
W ew enang 

 
Pasal 2 7  

 
 (1)  Dalam  m enjalankan tugasnya, Kom isi I nform asi m em iliki 

wewenang:  
a. m em anggil dan/ atau m em pertem ukan para pihak yang 

bersengketa;  
b. m em inta catatan atau bahan yang relevan yang dim iliki 

oleh Badan Publik terkait  untuk m engam bil keputusan 
dalam  upaya m enyelesaikan Sengketa I nform asi Publik;  

c. m em inta keterangan atau m enghadirkan pejabat  Badan 
Publik ataupun pihak yang terkait  sebagai saksi dalam  
penyelesaian Sengketa I nform asi Publik;   

d. m engam bil sum pah set iap saksi yang didengar 
keterangannya dalam  Ajudikasi nonlit igasi penyelesaian 
Sengketa I nform asi Publik;  dan 

e. m em buat  kode et ik yang dium um kan kepada publik 
sehingga m asyarakat  dapat  m enilai  kinerja Kom isi 
I nform asi.  

(2)  Kewenangan Kom isi I nform asi Pusat  m eliput i kewenangan 
penyelesaian Sengketa I nform asi Publik yang m enyangkut  
Badan Publik pusat  dan Badan Publik t ingkat  provinsi dan/ atau 
Badan Publik t ingkat  kabupaten/ kota selam a Komisi I nform asi 
di provinsi atau Komisi I nform asi kabupaten/ kota tersebut  
belum  terbentuk. 

(3)  Kewenangan Kom isi I nform asi provinsi m eliput i kewenangan 
penyelesaian sengketa yang m enyangkut  Badan Publik t ingkat  
provinsi yang bersangkutan. 

(4)  Kewenangan Kom isi Inform asi kabupaten/ kota m eliput i 
kewenangan penyelesaian sengketa yang m enyangkut  Badan 
Publik t ingkat  kabupaten/ kota yang bersangkutan. 
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Bagian Keenam  
Pertanggungjaw aban 

 
Pasal 2 8  

 
 (1)  Kom isi I nform asi Pusat  bertanggung jawab kepada Presiden 

dan m enyam paikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik 
I ndonesia. 

(2)  Kom isi I nform asi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur  
dan m enyam paikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat  daerah 
provinsi yang bersangkutan. 

(3)  Kom isi I nform asi kabupaten/ kota bertanggung jawab kepada 
bupat i/ walikota dan m enyam paikan laporan tentang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  daerah kabupaten/  kota yang bersangkutan. 

(4)  Laporan lengkap Kom isi I nform asi sebagaim ana dimaksud pada 
ayat  (1) , ayat  (2) ,  dan ayat  (3)  bersifat  terbuka untuk um um . 

 
 
 
 
 

Bagian Ketujuh 
Sekretariat  dan Penatakelolaan Kom isi I nform asi 

 
Pasal 2 9  

 
 (1)  Dukungan adm inist rat if, keuangan, dan tata kelola Kom isi 

I nform asi dilaksanakan oleh sekretar iat  kom isi. 
(2)  Sekretar iat  Komisi I nform asi dilaksanakan oleh Pem erintah. 
(3)  Sekretar iat  Kom isi I nform asi Pusat  dipimpin oleh sekretar is 

yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di 
bidang kom unikasi dan inform at ika berdasarkan usulan Kom isi 
I nform asi.  

(4)  Sekretar iat  Komisi I nform asi provinsi dilaksanakan oleh pejabat  
yang tugas dan wewenangnya di bidang kom unikasi dan 
inform asi di t ingkat  provinsi yang bersangkutan. 

(5)  Sekretar iat  Kom isi I nform asi kabupaten/ kota dilaksanakan oleh 
pejabat  yang m empunyai tugas dan wewenang di bidang 
kom unikasi dan inform asi di t ingkat  kabupaten/ kota yang 
bersangkutan. 

(6)  Anggaran Kom isi I nform asi Pusat  dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja negara, anggaran Kom isi I nform asi 
provinsi dan/ atau Kom isi I nform asi kabupaten/ kota dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah  provinsi 
dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/ kota yang bersangkutan. 

 
 

Bagian Kedelapan 
Pengangkatan dan Pem berhent ian 

 
Pasal 3 0  

 
 (1)  Syarat -syarat  pengangkatan anggota Kom isi I nform asi:  

a. warga negara I ndonesia;  
b. m em iliki  integritas dan t idak tercela;  
c. t idak pernah dipidana karena m elakukan t indak pidana 

yang diancam  dengan pidana 5 ( lim a)  tahun atau lebih;  
d. m em iliki pengetahuan dan pem aham an di bidang 

keterbukaan I nform asi Publik sebagai bagian dari hak asasi 
m anusia dan kebijakan publik;  

e. m em iliki pengalam an dalam  akt ivitas Badan Publik;  
f.  bersedia m elepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam  

Badan Publik apabila diangkat  m enjadi anggota Kom isi 
I nform asi;   

g. bersedia bekerja penuh waktu;   
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h. berusia sekurang-kurangnya 35 ( t iga puluh lim a)  tahun;  
dan 

i. sehat  j iwa dan raga. 
(2)  Rekrutm en calon anggota Kom isi I nform asi dilaksanakan oleh 

Pem erintah secara terbuka, jujur , dan objekt if. 
(3)  Daftar calon anggota Kom isi I nform asi waj ib dium um kan 

kepada m asyarakat .  
(4)  Set iap Orang berhak mengajukan pendapat  dan penilaian 

terhadap calon anggota Kom isi I nform asi sebagaim ana 
dim aksud pada ayat  (3)  dengan disertai alasan. 

 
Pasal 3 1  

 
 (1)  Calon anggota Komisi I nform asi Pusat  hasil rekrutm en 

sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 30 ayat  (2)  diajukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik I ndonesia oleh 
Presiden sejum lah 21 (dua puluh satu)  orang calon. 

(2)  Dewan Perwakilan Rakyat  Republik I ndonesia m em ilih anggota 
Kom isi I nform asi Pusat  m elalui uj i kepatutan dan kelayakan. 

(3)  Anggota Kom isi I nform asi Pusat  yang telah dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat  Republik I ndonesia selanjutnya ditetapkan 
oleh Presiden. 

Pasal 3 2  
 

 (1)  Calon anggota Komisi I nform asi provinsi dan/ atau Kom isi 
I nform asi kabupaten/ kota hasil rekrutm en sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 30 ayat  (2)  diajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  provinsi dan/ atau Dewan Perwakilan Rakyat  
kabupaten/ kota oleh gubernur dan/ atau bupat i/ walikota 
sekurang-kurangnya 10  (sepuluh)  orang calon dan paling 
banyak 15 ( lim a belas)  orang calon. 

(2)  Dewan Perwakilan Rakyat  provinsi dan/ atau  kabupaten/ kota 
m em ilih anggota Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau Kom isi 
I nform asi kabupaten/ kota m elalui uj i kepatutan dan kelayakan. 

(3)  Anggota Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau Kom isi I nform asi 
kabupaten/ kota yang telah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat  
provinsi dan/ atau dewan perwakilan rakyat  kabupaten/ kota  
selanjutnya ditetapkan oleh gubernur  dan/ atau bupat i/ walikota. 

 
Pasal 3 3  

 
 Anggota Komisi I nform asi diangkat  untuk m asa jabatan 4 (em pat )  

tahun dan dapat  diangkat  kem bali untuk satu periode berikutnya. 

 
Pasal 3 4  

 
 (1)  Pem berhent ian anggota Kom isi I nform asi dilakukan 

berdasarkan keputusan Kom isi I nform asi sesuai dengan 
t ingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Kom isi 
I nform asi Pusat , kepada gubernur untuk Kom isi I nform asi 
provinsi, dan kepada bupat i/ walikota untuk Kom isi I nform asi 
kabupaten/ kota untuk ditetapkan. 

(2)  Anggota Kom isi  I nform asi berhent i atau diberhent ikan karena:  
a. m eninggal dunia;  
b. telah habis m asa jabatannya;  
c. m engundurkan dir i;  
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum  tetap dengan ancam an pidana 
sekurang-kurangnya 5 ( lim a)  tahun penjara;  

e. sakit  j iwa dan raga dan/ atau sebab lain yang 
m engakibatkan yang bersangkutan t idak dapat  
m enjalankan tugas 1 (satu)  tahun berturut - turut ;  atau  

f.  m elakukan t indakan tercela dan/ atau m elanggar kode et ik, 
yang putusannya ditetapkan oleh Kom isi I nform asi.  

(3)  Pem berhent ian sebagaim ana dim aksud pada ayat  (1)  
ditetapkan m elalui keputusan Presiden untuk Kom isi I nform asi 
Pusat  dan keputusan gubernur untuk Kom isi I nform asi provinsi 
dan/ atau kabupaten/ kota. 
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(4)  Pergant ian antarwaktu anggota Kom isi I nform asi dilakukan oleh 
Presiden setelah berkonsultasi dengan pim pinan Dewan 
Perwakilan Rakyat  Republik I ndonesia untuk Kom isi I nform asi 
Pusat , oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pim pinan 
dewan perwakilan rakyat  daerah provinsi untuk Kom isi 
I nform asi provinsi, dan oleh bupat i/ walikota setelah 
berkonsultasi dengan pim pinan dewan perwakilan rakyat  
daerah kabupaten/ kota untuk Kom isi I nform asi 
kabupaten/ kota. 

(5)  Anggota Komisi I nform asi penggant i antarwaktu diam bil dari 
urutan berikutnya berdasarkan hasil uj i kelayakan dan 
kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar 
pengangkatan anggota Kom isi I nform asi pada periode 
dim aksud. 

 
 
 

BAB VI I I  
KEBERATAN DAN PENYELESAI AN SENGKETA  

MELALUI  KOMI SI  I NFORMASI  
 

Bagian Kesatu 
Keberatan 

 
Pasal 3 5  

 
 (1)  Set iap Pemohon Inform asi Publik dapat  m engajukan keberatan 

secara tertulis kepada atasan Pejabat  Pengelola I nform asi dan 
Dokum entasi berdasarkan alasan berikut :  
a. penolakan atas perm intaan inform asi berdasarkan alasan 

pengecualian sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 17;  
b. t idak disediakannya inform asi berkala sebagaim ana 

dim aksud dalam  Pasal 9;  
 
c. t idak ditanggapinya perm intaan inform asi;  
d. perm intaan inform asi ditanggapi t idak sebagaim ana yang 

dim inta;  
e. t idak dipenuhinya perm intaan inform asi 
f.  pengenaan biaya yang t idak wajar;  dan/ atau 
g. penyam paian inform asi yang m elebihi waktu yang diatur 

dalam  Undang-Undang ini.  
(2)  Alasan sebagaim ana dim aksud pada ayat  (1)  huruf b sam pai 

dengan huruf g dapat  diselesaikan secara m usyawarah oleh 
kedua belah pihak. 

 
Pasal 3 6  

 
 
 

(1)  Keberatan diajukan oleh Pem ohon Inform asi Publik dalam  jangka 
waktu paling lam bat  30 ( t iga puluh)   hari kerja setelah 
ditem ukannya alasan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 35 
ayat  (1) . 

(2)  Atasan pejabat  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 35 ayat  (1)  
m em berikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
Pem ohon Inform asi  Publik dalam  jangka waktu paling lam bat  30 
( t iga puluh)  hari kerja sejak diter im anya keberatan secara 
tertulis.    

(3)  Alasan tertulis disertakan bersam a tanggapan apabila atasan 
pejabat  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 35 ayat  (1)  
m enguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

 
 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Melalui Kom isi I nform asi 

 
Pasal 3 7  
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 (1)  Upaya penyelesaian Sengketa I nform asi Publik diajukan kepada 
Kom isi I nform asi Pusat  dan/ atau Kom isi I nform asi provinsi 
dan/ atau Kom isi I nform asi kabupaten/ kota sesuai dengan 
kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat  Pengelola 
I nform asi dan Dokum entasi dalam  proses keberatan t idak 
m em uaskan Pem ohon I nform asi Publik. 

(2)  Upaya penyelesaian Sengketa I nform asi Publik diajukan dalam  
waktu paling lam bat  em pat  belas hari kerja setelah diter im anya 
tanggapan tertulis dari atasan pejabat  sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 36 ayat  (2) . 

 
Pasal 3 8  

 
 
 

(1)  Kom isi I nform asi Pusat  dan Kom isi I nform asi provinsi dan/ atau 
Kom isi I nform asi kabupaten/ kota harus m ulai mengupayakan 
penyelesaian Sengketa I nform asi Publik m elalui Mediasi dan/ atau 
Ajudikasi nonlit igasi paling lam bat  14 (em pat  belas)  hari kerja 
setelah m enerim a permohonan penyelesaian Sengketa I nform asi 
Publik. 

(2)  Proses penyelesaian sengketa sebagaim ana dim aksud ayat  (1)  
paling lambat  dapat  diselesaikan dalam  waktu 100 (seratus)  hari 
kerja. 

Pasal 3 9  
 

 Putusan Kom isi I nform asi yang berasal dari kesepakatan m elalui 
Mediasi bersifat  final dan m engikat . 

 
BAB I X 

HUKUM ACARA KOMI SI  
 

Bagian Kesatu 
Mediasi 

 
Pasal 4 0  

 
 (1)  Penyelesaian sengketa melalui Mediasi m erupakan pilihan para 

pihak dan bersifat  sukarela. 
(2)  Penyelesaian sengketa m elalui Mediasi hanya dapat  dilakukan 

terhadap pokok perkara yang terdapat  dalam  Pasal 35 ayat  (1)  
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. 

(3)  Kesepakatan para pihak dalam  proses Mediasi dituangkan dalam  
bentuk putusan Mediasi Kom isi I nform asi. 

 
Pasal 4 1  

 
 Dalam  proses Mediasi anggota Kom isi I nform asi berperan sebagai 

m ediator. 

 
Bagian Kedua 

Ajudikasi  
 

Pasal 4 2  
 

 Penyelesaian Sengketa I nform asi Publik m elalui Ajudikasi nonlit igasi 
oleh Komisi I nform asi hanya dapat  ditem puh apabila upaya Mediasi 
dinyatakan t idak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak 
yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa 
m enarik dir i dari perundingan. 

 
Pasal 4 3  

 
 (1)  Sidang Kom isi I nform asi yang m em eriksa dan m em utus perkara 

sekurang-kurangnya terdir i atas 3 ( t iga)  orang anggota komisi 
atau lebih dan harus berjum lah gasal. 

(2)  Sidang Kom isi I nform asi bersifat  terbuka untuk um um . 
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(3)  Dalam  hal pem eriksaan yang berkaitan dengan dokum en-
dokum en yang term asuk dalam  pengecualian sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 17, m aka sidang pemeriksaan perkara 
bersifat  tertutup. 

(4)  Anggota Komisi I nform asi waj ib m enjaga rahasia dokum en 
sebagaim ana dim aksud pada ayat  (3) . 

 
 

Bagian Ket iga 
Pem eriksaan 

 
Pasal 4 4  

 
 (1)  Dalam  hal Kom isi I nform asi m enerim a permohonan penyelesaian 

Sengketa I nform asi Publik, Kom isi I nform asi m em berikan salinan 
perm ohonan tersebut  kepada pihak term ohon. 

(2)  Pihak term ohon sebagaim ana dim aksud pada ayat  (1)  adalah 
pim pinan Badan Publik atau pejabat  terkait  yang ditunjuk yang 
didengar keterangannya dalam  proses pem eriksaaan. 

(3)  Dalam  hal pihak termohon sebagaim ana dim aksud pada ayat  (2) , 
Kom isi I nform asi dapat  m em utus untuk m endengar keterangan 
tersebut  secara lisan ataupun tertulis. 

(4)  Pem ohon Inform asi  Publik dan term ohon dapat  m ewakilkan 
kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.  

 

 
 

Bagian Keem pat  
Pem bukt ian 

 
Pasal 4 5  

 
 (1)  Badan Publik harus m em bukt ikan hal-hal yang m endukung 

pendapatnya apabila menyatakan t idak dapat  m em berikan 
inform asi dengan alasan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 17 
dan Pasal 35 ayat  (1)  huruf a. 

(2)  Badan Publik harus m enyam paikan alasan yang m endukung 
sikapnya apabila Pem ohon I nform asi Publik m engajukan 
perm ohonan penyelesaian Sengketa I nform asi Publik 
sebagaim ana diatur dalam  Pasal 35 ayat  (1)  huruf b sam pai 
dengan huruf g. 

 
 

Bagian Kelim a 
Putusan Kom isi I nform asi 

 
Pasal 4 6  

 
 (1)  Putusan Kom isi I nform asi tentang pem berian atau penolakan 

akses terhadap seluruh atau sebagian inform asi yang dim inta 
berisikan salah satu perintah di bawah ini:  
a. m em batalkan putusan atasan Badan Publik dan m em utuskan 

untuk m em berikan sebagian atau seluruh inform asi yang 
dim inta oleh Pem ohon Inform asi Publik sesuai dengan 
keputusan Kom isi I nform asi;  atau 

b. m engukuhkan putusan atasan Pejabat  Pengelola I nform asi 
dan Dokum entasi untuk t idak m em berikan inform asi yang 
dim inta sebagian atau seluruhnya sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 17. 

(2)  Putusan Kom isi I nform asi tentang pokok keberatan sebagaim ana 
dim aksud dalam Pasal 35 ayat  (1)  huruf b sam pai dengan huruf 
g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :  
a. m em erintahkan Pejabat  Pengelola I nform asi dan 

Dokum entasi untuk m enjalankan kewaj ibannya sebagaim ana 
ditentukan dalam  Undang-Undang ini;  

b. m em erintahkan Badan Publik untuk m em enuhi kewaj ibannya 
dalam  jangka waktu pem berian inform asi sebagaim ana diatur 
dalam  Undang-Undang ini;  atau 

c. m engukuhkan pert im bangan atasan Badan Publik atau 
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m em utuskan  m engenai biaya penelusuran dan/ atau 
penggandaan inform asi. 

(3)  Putusan Kom isi I nform asi diucapkan dalam  sidang t erbuka untuk 
um um , kecuali putusan yang m enyangkut  inform asi yang 
dikecualikan. 

(4)  Kom isi I nform asi waj ib mem berikan salinan putusannya kepada 
para pihak yang bersengketa. 

(5)  Apabila ada anggota kom isi yang dalam m em utus suatu perkara 
m em iliki pendapat  yang berbeda dari putusan yang diam bil, 
pendapat  anggota kom isi tersebut  dilam pirkan dalam  putusan 
dan m enjadi bagian t idak terpisahkan dari putusan tersebut . 

 
 
 

BAB X 
GUGATAN KE PENGADI LAN DAN KASASI  

 
Bagian Kesatu 

Gugatan ke Pengadilan 
 

Pasal 4 7  
 
 (1)  Pengajuan gugatan dilakukan m elalui pengadilan tata usaha 

negara apabila yang digugat  adalah Badan Publik negara. 
(2)  Pengajuan gugatan dilakukan m elalui pengadilan negeri apabila 

yang digugat  adalah Badan Publik selain Badan Publik negara 
sebagaim ana dim aksud pada ayat  (1) .  

 
 

Pasal 4 8  
 
 (1)  Pengajuan gugatan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 47 ayat  

(1)  dan ayat  (2)  hanya dapat  ditempuh apabila salah satu atau 
para pihak yang bersengketa secara tertulis m enyatakan t idak 
m enerim a putusan Ajudikasi dari Komisi I nform asi paling lam bat  
14 (em pat  belas)  hari kerja setelah diter im anya putusan 
tersebut . 

(2)  Sepanjang m enyangkut  inform asi yang dikecualikan,  sidang di 
Kom isi I nform asi dan di pengadilan bersifat  tertutup. 

 
 

Pasal 4 9  
 
 (1)  Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri 

dalam  penyelesaian Sengketa I nform asi Publik tentang 
pem berian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian 
inform asi yang dim inta berisi salah satu perintah berikut :  
a.  m em batalkan putusan Kom isi I nform asi dan/ atau 

m em erintahkan Badan Publik:  
1. m em berikan sebagian atau seluruh inform asi yang 

dim ohonkan oleh Pem ohon Inform asi Publik;  atau 
2. m enolak m emberikan sebagian atau seluruh inform asi 

yang dim inta oleh Pem ohon I nform asi Publik.  
b. m enguatkan putusan Kom isi I nform asi dan/ atau 

m em erintahkan Badan Publik:  
1. m em berikan sebagian atau seluruh inform asi yang 

dim inta oleh Pem ohon Inform asi Publik;  atau 
2. m enolak m emberikan sebagian atau seluruh inform asi 

yang dim inta oleh Pem ohon I nform asi Publik.  
(2)  Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri 

dalam  penyelesaian Sengketa I nform asi Publik tentang pokok 
keberatan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 35 ayat  (1)  huruf 
b sam pai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut :  

a. m em erintahkan Pejabat  Pengelola I nform asi dan 
Dokum entasi untuk m enjalankan kewaj ibannya 
sebagaim ana ditentukan dalam  Undang-Undang ini 
dan/ atau m em erintahkan untuk m em enuhi jangka waktu 
pem berian inform asi sebagaim ana diatur dalam Undang-
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Undang ini;   
b. m enolak perm ohonan Pem ohon Inform asi Publik;  atau 
c. m em utuskan biaya penggandaan inform asi.  

(3)  Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri 
m em berikan salinan putusannya kepada para pihak yang 
bersengketa. 

 
Bagian Kedua 

Kasasi 
 

Pasal 5 0  
 

 Pihak yang t idak m enerima putusan pengadilan tata usaha negara atau 
pengadilan negeri dapat  m engajukan kasasi kepada Mahkam ah Agung 
paling lam bat  dalam waktu 14 (em pat  belas)  hari sejak diterim anya 
putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. 

 
BAB XI  

KETENTUAN PI DANA 
 

Pasal 5 1  
 
 Set iap Orang yang dengan sengaja m enggunakan I nform asi Publik 

secara m elawan hukum  dipidana dengan pidana penjara paling lam a 1 
(satu)  tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 
( lim a juta rupiah) .  
 

Pasal 5 2  
 
 Badan Publik yang dengan sengaja t idak m enyediakan, t idak 

m em berikan, dan/ atau t idak m enerbitkan I nform asi Publik berupa 
I nform asi Publik secara berkala, I nform asi Publik yang waj ib 
dium um kan secara serta-m erta, I nform asi Publik yang waj ib tersedia 
set iap saat , dan/ atau I nform asi Publik yang harus diberikan atas dasar  
perm intaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan m engakibatkan 
kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lam a 1 
(satu)  tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00  
( lim a juta rupiah) .  

 
Pasal 5 3  

 
 Set iap Orang yang dengan sengaja dan m elawan hukum  

m enghancurkan, m erusak, dan/ atau m enghilangkan dokum en 
Inform asi Publik dalam  bentuk m edia apa pun yang dilindungi negara 
dan/ atau yang berkaitan dengan kepent ingan um um  dipidana dengan 
pidana penjara paling lam a 2 (dua)  tahun dan/ atau pidana denda 
paling banyak Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah) .  
 

 
Pasal 5 4  

 
 (1)  Set iap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak m engakses 

dan/ atau m em peroleh dan/ atau m em berikan inform asi yang 
dikecualikan sebagaim ana diatur dalam  Pasal 17 huruf a, huruf 
b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j  
dipidana dengan pidana penjara paling lam a 2 (dua)  tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) .  

(2)  Set iap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak m engakses 
dan/ atau m em peroleh dan/ atau m em berikan inform asi yang 
dikecualikan sebagaim ana diatur dalam  Pasal 17 huruf c dan 
huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lam a 3 ( t iga)  
tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah) .  
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Pasal 5 5  

 
 Set iap Orang yang dengan sengaja m em buat  I nform asi Publik yang 

t idak benar atau m enyesatkan dan m engakibatkan kerugian bagi Orang 
lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun 
dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 ( lim a juta rupiah) .  
 

 
Pasal 5 6  

 
 Set iap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam  Undang-Undang 

ini dan juga diancam  dengan sanksi pidana dalam  Undang-Undang lain 
yang bersifat  khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-
Undang yang lebih khusus tersebut . 

 
Pasal 5 7  

 
 Tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini m erupakan delik 

aduan dan diajukan m elalui peradilan pidana. 

BAB XI I  
KETENTUAN PERALI HAN 

 
Pasal 5 8  

 
 Kom isi I nform asi Pusat   harus sudah dibentuk  paling lam bat  1 (satu)  

tahun  sejak diundangkannya  Undang-Undang ini.  

Pasal 5 9  
 

 Kom isi I nform asi provinsi harus sudah dibentuk  paling lam bat  2 (dua)  
tahun  sejak diundangkannya  Undang-Undang ini.  

 
Pasal 6 0  

 
 Pada saat  diberlakukannya Undang-Undang ini Badan Publik harus 

m elaksanakan kewaj ibannya berdasarkan Undang-Undang.  

Pasal 6 1  
 

 Ketentuan lebih lanjut  m engenai tata cara pem bayaran gant i rugi oleh 
Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pem erintah. 

 
 

Pasal 6 2  
 

 Peraturan Pem erintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya 
Undang-Undang ini.  

 
 

BAB XI I I  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 3  

 
 Pada saat  berlakunya Undang-Undang ini sem ua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perolehan inform asi yang telah ada 
tetap berlaku sepanjang t idak bertentangan dan belum  digant i 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
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Pasal 6 4  
 
 (1)   Undang-Undang ini m ulai berlaku  2 (dua)  tahun sejak  tanggal  

diundangkan.  
(2)  Penyusunan dan penetapan Peraturan Pem erintah, petunjuk teknis,  

sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang 
terkait  dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 
ram pung paling lam bat  2 (dua)  tahun sejak Undang-Undang ini 
diundangkan. 

 
Agar set iap Orang m engetahuinya,  m em erintahkan  pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penem patannya dalam   Lem baran Negara 
Republik I ndonesia. 

 
Disahkan di:  Jakarta  
pada tanggal:                    
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI A, 
 
 
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
 
Diundangkan di:  Jakarta 
Pada tanggal:                 

 

MENTERI  HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA, 
 
 

 
ANDI  MATTALATTA 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  NOMOR … 

 
  

 
 




